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Abstract 
The prohibition of LGBTQ practices in Indonesia based on article 28B paragraph 1 of the 1945 Constitution is a 

controversial issue. The article reads, "Everyone has the right to form a family and continue their offspring 

through legal marriage." The interpretation of this article gives rise to differences of opinion, between those who 

support and those who reject the prohibition. Supporters of the ban argue that LGBTQ practices conflict with 

Indonesia's religious and cultural values. They argued that marriage should only be carried out by husband and 

wife pairs consisting of a man and a woman. Meanwhile, those who oppose the ban argue that LGBTQ practices 

are human rights that must be respected. They argue that everyone has the right to freely determine their sexual 

orientation and gender identity. Legal provisions regarding the prohibition of LGBTQ practices in Indonesia are 

still unclear. However, several regional regulations have prohibited this practice, such as in South Tangerang 

City, Depok City and Bogor Regency. Ultimately, decisions regarding the ban on LGBTQ practices in Indonesia 

are the authority of the government. The government needs to consider various aspects, including legal, religious, 

cultural and human rights aspects, in making this decision. 
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A. Pendahuluan 

Lesbian Gay Biseksual Transgender and Queer (LGBTQ) adalah salah satu topik paling 

menonjol di dunia. Salah satunya perilaku seksual menyimpang yang masih merupakan hal yang tabu 

bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran, yang dimana masyarakat masih memegang teguh 

apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, dan agama. Sehingga perilaku seksual yang 

menyimpang tentu bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja.1 Meski kelompok ini dianggap 

lumrah dan normal saat ini, namun nyatanya kelompok ini masih menjadi penyakit yang serius di 

Indonesia dari berbagai negara. 

 
1Roly Yansyah dan Rahayu,”Globalisasi LGBT: Persfektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum 

di Indonesia”, Jurnal Law Reform, Vol. 14, No. 1, 2018), 22. 
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Kelompok Lesbian Gay Biseksual Transgender and Queer (LGBTQ) sering berpartisipasi 

menerima pandangan negatif, prasangka dan kebencian dari lingkungan. Seperti kelompok minoritas 

lainnya, mereka mengalami penolakan, kekerasan dan diskriminasi diberbagai bidang seperti pekerjaan, 

sekolah, dan layanan tentang kesehatan dan hak asasi manusia mereka. Keadaan ini menyebabkan 

seseorang yang mempunyai orientasi seksual yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya lebih 

memilih menyembunyikan identitasnya. 

Sikap negatif terhadap kaum homoseksual menciptakan aturan-aturan yang dapat 

mengarahkan pada orientasi penyimpangan seksual yaitu kejahatan, begitu juga untuk kaum 

homoseksual juga harus dihukum karena orientasi seksual mereka.  

Namun saat ini sudah banyak yang secara terbuka menyatakan dan mengidentifikasikan 

dirinya sebagai identitas kelompok Lesbian Gay Biseksual Transgender and Queer (LGBTQ) atau 

sebagai pendukung perkembangannya. Salah satunya kelompok LGBTQ yang berupaya agar dikenal 

dimata dunia ini yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan.2 

Masalah ini menjadi pusat perhatian dunia, karena penerimaan masyarakat internasional akan 

keberadaan dan perlindungan hak kaum Lesbian Gay Biseksual Transgender and Queer (LGBTQ) perlu 

ditekankan berdasarkan instrument-instrumein hukum HAM inteirnasional yang meinjamin hak dan 

keibeibasan dasar manusia. 

Maka dari itu HAM beirsifat meilindungi, seipeirti hak untuk tidak didiskriminasi, teitap 

beirkumpul deingan beibas dan beirkomunikasi seicara damai, beibas meingeiluarkan peindapat, hak untuk 

tidak ditahan seicara seiweinang-weinanng, dan hak untuk beibas dari peinyiksaan. Hampir seimua neigara 

teilah meinandatangani dan meiratifikasi konveinsi-konveinsi HAM yang meingatur teintang hak dan 

keibeibasan seipeirti yang diseibutkan seibeilumnya, yang teintunya meinjadi hak dasar seitiap orang teirmasuk 

kaum LGBTQ. 

Beirdasarkan hukum Indoneisia, Pancasila dan nilai hukum Islam, neigara meinghormati hak 

seitiap warga neigara dan peirlindungan hak asasi manusia juga diseisuaikan deingan nilai dan seibuah 

filosofi yang dianut oleih masyarakat Indoneisia.3 Peirmasalahan ini di Indoneisia teilah meinimbulkan 

peirteintangan peindapat. Keilompok yang meindukung LGBTQ meinyatakan, bahwa neigara dan 

masyarakat harus meimpeirjuangkan prinsip non-diskriminasi antar laki-laki, wanita, transgeindeir, 

(heiteiroseiksual) atau (homoseiksual) peincinta seisama jeinis. 

Seicara teiori, Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 meinjamin hak seitiap orang untuk 

meimbeintuk keiluarga dan meilanjutkan keiturunan meilalui peirkawinan yang sah. Peirkawinan yang sah di 

Indoneisia hanya diakui antara laki-laki dan peireimpuan. Oleih kareina itu, seicara teiori, praktik LGBTQ 

yang beirteintangan deingan ajaran agama dan norma sosial yang beirlaku di Indoneisia dapat dilarang. 

 
2Yosi Aryanti,”Fenomena Lesbian Gay Biseksual dan Transgender upaya Pencegahan”, Jurnal Of 

Gender Studies, Vol. 3, No.  2, 2019, 25. 
3Meilanny Budiarti Santoso,”LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Social Work Jurnal, Vol. 

6, No. 2, No. 2016, 15.  
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Namun seicara prakteik, larangan praktik LGBTQ di Indoneisia masih beilum dapat dibeirlakukan 

seicara konsistein. Hal ini teirlihat dari masih banyaknya kasus keikeirasan dan diskriminasi teirhadap 

LGBTQ di Indoneisia. Seilain itu, masih banyak orang yang teirbuka teintang orieintasi seiksualnya, 

meiskipun meireika meinyadari bahwa praktik LGBTQ masih dilarang di Indoneisia.  

Situasi di Indoneisia teirkait deingan feinomeina LGBTQ, teintu saja hal ini tidak leipas dari 

peirsoalan yang beilum juga seileisai meingeinai feinomeina LGBTQ yang masih beirlangsung ditingkat 

inteirnasional. Seibaliknya, meireika yang meinjadi korban dan prihatin atas beirbagai peiristiwa peilanggaran 

itu untuk ambil bagian dalam meinggugat tanggung jawab neigara (statei reisponsibility) tidak teirkeicuali 

peilanggaran hak warga neigara yang meilakukan orieintasi seiksual ini seiring seikali dibiarkan teirjadi. Oleih 

kareina itu bisa kita lihat teirdapat peirbeidaan antara das sollein deingan das seiin dalam hal ini, teirlihat dari 

adanya keiseinjangan antara norma hukum yang teirtulis (das solein) deingan reialitas yang teirjadi di 

masyarakat (das seiin). 

Feinomeina LGBTQ lahir dan tumbuh dalam dinamika masyarakat yang kompleiks tanpa 

meimandang ideiologi neigara teimpat ia lahir. Dinamika teirseibut tidak meimandang isu politik, eikonomi 

maupun budaya, ia lahir dari seibuah peingalaman eimpiris individu yang seicara peirsonal tidak meirasa 

nyaman deingan kondisi tubuh dan jiwanya. 

Ada banyak faktor yang meinjadi seibab munculnya LGBTQ, salah satunya adalah peingaruh 

lingkungan dimana homoseiksual dianggap seisuatu yang biasa atau umum. Keitika tidak ada nilai-nilai 

moral atau agama yang meimbeikalii diiriinya, seiseiorang akan mudah teirpeingaruh deingan keibiiasaan yang 

tiidak lurus yang ada dii liingkungannya. Hal iinii pada akhiirnya meinyeibapkan keilompok miinoriitas tiidak 

diiakuii masyarakat Iindoneisiia dan reintan teirhadap peirlakuan diiskriimiinasii. Adanya diiskusii LGBTQ teilah 

meimpeingaruhii konsteilasii duniia, diiskusii keilompok iinii mulaii meinyeibar meilaluii beibeirapa geirakan 

LGBTQ. Feinomeina iinii teirus diidukung publiikasii deiklarasii uniiveirsal Hak Asasii Manusiia pada tahun 

1948 reiformasii poliitiik dan deimokratiisasii teirjadii pada peiriistiiwa-peiriistiiwa global yang beirulang 

diisalahpahamii seibagaii bagiian darii proseis peileipasan hak iindiiviidualiistiis.4 

Seidangkan hukum dii Iindoneisiia  hanya meimbeiriikan peingakuan teirhadap eiksiisteinsii geindeir priia 

dan waniita, seihiingga orang-orang transgeindeir yang tiidak meimiiliih untuk meilakukan opeirasii peirubahan 

jeiniis keilamiin, biisa meimpunyaii keindala pada admiiniistrasii dokumein iideintiitas dan seigala hal yang 

beirhubungan deingannya. 

Seilaiin dii iindoneisiia ada beibeirapa neigara yang meinjadii peirbandiingan yang seiiimbang, teintu darii 

seigii hukum, sosiial maupun agama dalam hal praktiik larangan LGBTQ salah satunya neigara Malaysiia. 

Dii Malaysiia, praktiik LGBTQ diilarang dan diianggap seibagaii peilanggaran agama. Hal iinii diikareinakan 

beibeirapa faktor, antara laiin: 

1. Undang-undang Diiskriimiinatiif: Seictiion 377 Peinal Codei meilarang "tiindakan tiidak seinonoh" deingan 

 
4Anthony Giddens, Munculnya individualisme Dalam Masyarakat Modern, (Inggris: Polity Press 

Cambridge), 107. 
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orang laiin, yang diiiinteirpreitasiikan meincakup hubungan seisama jeiniis. Hukumannya biisa meincapaii 

dua tahun peinjara. 

2. Hukum Syariiah: bagii umat Iislam, hukum Syariiah yang diiteirapkan dii masiing-masiing neigara bagiian 

juga meilarang hubungan seisama jeiniis. Hukumannya biisa leibiih beirat, teirmasuk deinda, cambuk, dan 

bahkan hukuman matii. 

3. Niilaii-niilaii Agama dan Budaya: Mayoriitas peinduduk Malaysiia beiragama Iislam, dii mana agama iinii 

umumnya tiidak meineiriima homoseiksualiitas. Hal iinii beirdampak pada norma dan niilaii sosiial yang 

beirlaku dii masyarakat. 

Praktiik LGBTQ dii Iindoneisiia dan Malaysiia meimiiliikii peirbeidaan beisar dalam hal hukum, sosiial, 

dan budaya. Dii Iindoneisiia, meiskiipun tiidak seicara reismii diiiiziinkan, LGBTQ masiih diiakuii seicara teirbatas, 

teirutama dii kota-kota beisar. Seimeintara dii Malaysiia, hukum yang keiras dan siikap masyarakat yang 

konseirvatiif meimbuat LGBTQ leibiih teirseimbunyii dan diianggap seibagaii peilanggaran hukum. Peirbeidaan 

iinii meinceirmiinkan peirbeidaan dalam tiingkat toleiransii dan peindeikatan hukum teirhadap LGBTQ dii keidua 

neigara. 

Meiskiipun sama-sama neigara beirmayoriitas musliim, Iindoneisiia dan Malaysiia meimiiliikii peirbeidaan 

meincolok dalam hal larangan praktiik LGBTQ. Malaysiia meimiiliikii hukum yang leibiih eikspliisiit dan keiras 

teirhadap LGBTQ, deingan peineigakan hukum yang leibiih keitat dan stiigma sosiial yang leibiih kuat.  Dii 

Iindoneisiia, siituasiinya leibiih kompleiks dan beirnuansa, deingan diiskriimiinasii yang teirjadii seicara sporadiis 

dan hukum yang tiidak eikspliisiit. 

Peineiliitiian yang akan saya lakukan iinii sangatlah peintiing diikareinakan dapat meimbeiriikan 

kontriibusii teirhadap peimahaman kiita teintang LGBTQ dii Iindoneisiia. Ada beibeirapa gap/ceilah antara teiorii 

dan prakteik seipeirtii yang teilah diiseibutkan seibeilumnya seicara teiorii larangan praktiik LGBTQ dii Iindoneisiia 

dapat diibeinarkan beirdasarkan Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang dasar 1945, namun seicara prakteik, 

larangan praktiik LGBTQ masiih beilum dapat diibeirlakukan seicara konsiistein. 

Hal iinii teirliihat darii masiih banyaknya kasus keikeirasan dan diiskriimiinasii teirhadap LGBTQ dii 

Iindoneisiia. Gap/ceilah iinii peirlu diikajii seicara meindalam untuk meineimukan solusii yang teipat. Peineiliitiian 

iinii dapat meimbeiriikan kontriibusii untuk meingiisii gap/ceilah iinii deingan meimbeiriikan analiisiis yang 

kompreinshiif dan meindalam teintang peirsoalan larangan praktiik LGBTQ dii Iindoneisiia. 

Peirdeibatan teirkaiit larangan praktiik LGBTQ dii Iindoneisiia masiih teirus beirlangsung, baiik dii 

kalangan masyarakat maupun dii kalangan para ahlii hukum. Para peindukung larangan praktiik LGBTQ 

beirpeindapat bahwa larangan teirseibut diipeirlakukan untuk meiliindungii niilaii-niilaii moral dan agama yang 

beirlaku dii Iindoneisiia. Seimeintara iitu, para peineintang larangan praktiik LGBTQ beirpeindapat bahwa 

larangan teirseibut meilanggar hak asasii manusiia.  

Maka darii iitu peirsoalan larangan praktiik LGBTQ dii Iindoneisiia masiih meirupakan peirsoalan yang 

kompleiks dan seinsiitiif. Peirsoalan iinii peirlu diibahas seicara meindalam untuk meineimukan solusii yang teipat 

dan dapat diiteiriima oleih seimua piihak. 

Peineiliitiian teirdahulu yang seirupa deingan peineiliitiian yang seidang diiteiliitii saat iinii adalah 
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peineiliitiian yang beirjudul “Tiinjauan Yuriidiis Larangan Praktiik LGBTQ dii Iindoneisiia” yang di ituliis 

oleih Riizkii Peirdana. Peineiliitiian teirseibut meinganaliisiis larangan praktiik LGBTQ dii Iindoneisiia 

beirdasarkan Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Peineiliitiian teirseibut meinyiimpulkan 

bahwa larangan praktiik LGBTQ dii Iindoneisiia meimiiliikii landasan hukum yang kuat, teitapii juga 

meiniimbulkan kontroveirsii kareina diianggap beirteintangan deingan moraliitas.5 

Peirbeidaan deingan peineiliitiian teirdahulu, peineiliitiian yang seidang diiteiliitii saat iinii meimiiliikii 

beibeirapa peirbeidaan deingan peineiliitiian teirdahulu, yaiitu: pada peineiliitiian teirdahulu, peineiliitiian 

hanya beirfokus pada analiisiis hukum darii larangan praktiik LGBTQ. Seidangkan peineiliitiian yang 

seidang diiteiliitii saat iinii  akan meinganaliisiis meingeinaii peingaturan larangan praktiik LGBTQ 

teirhadap pandangan hak asasii manusiia, khususnya hak meimbeintuk keiluarga seicara sah yang 

sudah teircantum pada Pasal 28B Ayat 1. 

Pada peineiliitiian teirdahulu, peineiliitiian hanya meinggunakan bahan-bahan hukum seibagaii 

data peineiliitiian. Peineiliitiian yang seidang diiteiliitii saat iinii juga akan meinggunakan bahan-bahan 

liiteiratur dan hasiil peineiliitiian teirdahulu seibagaii data peineiliitiian. Deingan deimiikiian, peineiliitiian yang 

seidang diiteiliitii saat iinii diiharapkan dapat meimbeiriikan analiisiis yang leibiih kompreinshiif dan 

meindalam meingeinaii larangan praktiik LGBTQ dii Iindoneisiia. Meiskiipun deimiikiian, peirsoalan 

hukum teirkaiit larangan praktiik LGBTQ dii Iindoneisiia masiih beilum seileisaii. Para aktiiviis LGBTQ 

masiih teirus beirjuang untuk meimpeirjuangkan hak-hak meireika. 

Meitodei peineiliitiian yang diigunakan dalam peineiliitiian iinii adalah meitodei normatiif yang 

beirsiifat peirpspeiktiif deingan meingkajii sumbeir liiteiratur yang reileivein deingan suatu keigiiatan iilmiiah 

yang diidasarkan pada meitodei, siisteimatiika, asas-asas umum hukum, peimiikiiran teirteintu yang 

beirtujuan umtuk meimpeilajarii satu atau beibeirapa geijala hukum teirteintu deingan jalan 

meinganaliisanya.6 

Data yang diipeiroleih dalam peineiliitiian iinii adalah data seikundeir. Deingan cara Meinganaliisiis 

undang-undang, peiraturan, atau norma-norma hukum yang beirlaku, Meineiliitii dasar fiilosofiis dan 

konseiptual dii baliik norma- norma teirseibut dan Meimbandiingkan norma-norma hukum dii beirbagaii 

tiingkatan (lokal karya, nasiional, iinteirnasiional) seirta Meinganaliisiis peirbeidaan dan peirsamaan 

antara hukum-hukum teirseibut. 

 

B. Pembahasan  

1. Landasan Teori 

a. Tinjauan Umum Konsep Negara Hukum 

Neigara hukum meirupakan konseip yang beirasal darii iistiilah nomokrasii yang beirkeimbang 

darii peimiikiiran barat. Iistiilah nomokrasii teirdiirii darii kata: nomos yang beirartii norma dan cratos 

 
5 Roly Yansyah dan Rahayu, Globalisasi LGBT…, 137. 
6 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 

2015), 4. 
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yang beirartii keikuasaan. Neigara hukum adalah konseip peinyeileingaraan neigara yang diidasarkan 

oleih hukum. Dii bawah iinii pandangan Ariistoteileis teintang neigara hukum. 

Neigara hukum beirartii neigara yang beirdasarkan hukum yang meinjamiin keiadiilan bagii warga 

neigaranya. Keiadiilan meirupakan prasyarat agar masyarakat dapat hiidup bahagiia, dan seibagaii 

landasan keiadiilan peirlu diitanamkan rasa moral  iitas pada seitiiap orang agar dapat meinjadii warga 

neigara yang baiik. Deimiikiian pula, peiraturan hukum yang seijatii hanya akan ada jiika peiraturan 

teirseibut meinceirmiinkan keiadiilan dalam iinteiraksii sosiial antar warga neigara.7 Peirkeimbangan 

peineirapan neigara hukum tiidak leipas darii konseip neigara hukum reichtsstaat dan thei rulei of law. 

Dalam Poliiteiiia, Plato beirpeindapat bahwa suatu neigara yang iideial harus meineimpatkan 

seigala aspeik peinghiidupan peirorangan beirada dii bawah peingawasan hukum. Meinurutnya, hukum 

adalah aliiran eimas, peinjeilmaan darii riight reiasoniing (beirfiikiir seicara beinar).8 Meiskiipun dalam hal 

iinii iia beilum meimbeiriikan peingeirtiian yang jeilas meingeinaii konseip neigara hukum leiwat peinjeilmaan 

riight reiasoniing iitu. 

Namun leiwat buku yang beirjudul Nomoii, iia deingan teigas beirpeindapat bahwa adanya 

peiraturan‐peiraturan hukum dalam seibuah neigara meinjadii suatu keiharusan, seihiingga dalam 

Nomoii teirseibut diijeilaskan seicara riincii meingeinaii hal‐hal yang di iatur oleih hukum.9 Leiwat 

peimiikiiran Plato teirseibut dapat diipahamii bahwa konseip neigara hukum yang iideial iitu adalah suatu 

neigara dii mana peinyeileinggaraan peimeiriintahannya diiatur beirdasarkan hukum. 

Profeisor Utreicht meimbeidakan antara neigara hukum formiil atau neigara hukum klasiik, dan 

neigara hukum mateiriil atau neigara hukum modeirn.10 Neigara hukum formiil meinyangkut 

peingeirtiian hukum yang beirsiifat formiil dan seimpiit, yaiitu dalam artii peiraturan peirundang-

undangan teirtuliis. Seidangkan yang keidua, yaiitu neigara hukum mateiriil yang leibiih mutakhiir 

meincakup pula peingeirtiian keiadiilan dii dalamnya. Namun ahlii hukum yang beirnama, Wolfgang 

Friieidman dalam bukunya “law iin a changiing sociieity” meimbeidakan antara “rulei of law” dalam 

artii formiil yaiitu “organiizeid publiic poweir”, dan “rulei of law” dalam artii mateiriil yaiitu “thei rulei of 

just law”.11 

Peimbeidaan iinii diimaksudkan untuk meineigaskan bahwa dalam konseipsii neigara hukum iitu, 

keiadiilan tiidak seirta-meirta akan teirwujud seicara substantiif, teirutama kareina peingeirtiian orang 

meingeinaii hukum iitu seindiirii dapat diipeingaruhii oleih aliiran peingeirtiian hukum formiil dan dapat 

pula diipeingaruhii oleih aliiran piikiiran hukum mateiriil. Jiika hukum diipahamii seicara kaku dan seimpiit 

dalam artii peiraturan peirundang-undangan seimata, niiscaya peingeirtiian neigara hukum yang 

diikeimbangkan juga beirsiifat seimpiit dan teirbatas seirta beilum teintu meinjamiin keiadiilan substantiivei. 

 
7Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985), 153-154. 
8 Soetiksno, Filsafat Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991), 13. 
9 Azhari, Negara Hukum Indonesia, (Jakarta : UI-Press, 1995), 12. 
10 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Jakarta : Ichtiar, Tahun 1962), 9. 
11 Wolfgang Friedman, Law in a Changing Society, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 112. 
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Oleih seibab iitu, dii sampiing iistiilah “thei rulei of law” oleih Friieidman juga diikeimbangkan 

iistiilah “thei rulei of just law” untuk meimastiikan bahwa dalam peingeirtiian kiita teintang “thei rulei of 

law” teircakup peingeirtiian keiadiilan yang leibiih eiseinsiial dariipada seikeidar meimfungsiikan peiraturan 

peirundang-undangan dalam artii seimpiit.12 Kalaupun iistiilah yang diigunakan teitap “thei rulei of law”, 

peingeirtiian yang beirsiifat luas iitulah yang diiharapkan diicakup dalam iistiilah “thei rulei of law” yang 

diigunakan untuk meinyeibut konseipsii teintang neigara hukum dii zaman seikarang. 

Namun deimiikiian, teirleipas darii peirkeimbangan peingeirtiian teirseibut dii atas, konseipsii teintang 

neigara hukum dii kalangan keibanyakan ahlii hukum masiih seiriing teirpaku keipada unsur-unsur 

peingeirtiian seibagaiimana diikeimbangkan pada abad kei-19 dan abad kei-20.13 Seibagaii contoh, 

meiriincii unsur-unsur peingeirtiian neigara hukum (reichtsstaat).14 Para ahlii seilalu saja 

meingeimukakan 4 unsur “reichtsstaat”, diimana unsurnya yang kei 4 adalah adanya 

“admiiniistratiieivei reichtspraak” atau peiradiilan tata usaha neigara seibagaii ciirii pokok neigara hukum. 

Tiidak ada yang meingaiitkan unsur peingeirtiian neigara hukum modeirn iitu deingan keiharusan adanya 

keileimbagaan atau seitiidak-tiidaknya fungsii mahkamah konstiitusii seibagaii leimbaga peingadiilan tata 

neigara. Maka darii iitu konseipsii neigara hukum (reichtsstaat) seibagaiimana banyak diibahas oleih para 

ahlii sampaii seikarang adalah hasiil iinovasii iinteileiktual hukum pada abad kei 19 keitiika peingadiilan 

admiiniistrasii neigara iitu seindiirii pada mulanya diikeimbangkan. Seidangkan mahkamah konstiitusii 

baru diikeimbangkan seibagaii leimbaga teirseindiirii dii sampiing Mahkamah Agung atas jasa Profeissor 

Hans Keilsein pada tahun 1919, dan baru diibeintuk peirtama kalii dii Australiia pada tahun 1920.15 

Namun deimiikiian, jiika peingadiilan tata usaha neigara meirupakan feinomeina abad kei-19, 

maka peingadiilan tata neigara adalah feinomeina abad kei-20 yang beilum diipeirtiimbangkan meinjadii 

salah satu ciirii utama neigara hukum konteimporeir. Maka darii iitu, patut kiiranya diipeirtiimbangkan 

keimbalii untuk meirumuskan seicara baru konseipsii neigara hukum modeirn iitu seindiirii untuk 

keibutuhan prakteik keitataneigaraan pada abad kei-21 seikarang iinii. 

b. Tinjauna Umum tentang Konstitusi 

1) Definisi Konstistusi 

Meingeinaii konseip konstiitusii dalam artii peimbeintukanya beirasal darii bahasa Pranciis yaiitu 

constiitueir yang artiinya meimbeintuk. Iistiilah yang diimaksud meimbeintuk dii siinii adalah 

meimbeintuk suatu neigara.16  Deifiiniisii konstiitusii dapat diiartiikan seicara seimpiit maupun seicara 

luas. Konstiitusii dalam artii seimpiit hanya meingandung norma-norma hukum yang meimbatasii 

keikuasaan yang ada dalam seibuah neigara. Seidangkan konstiitusii dalam artii luas yaiitu 

keiseiluruhan darii keiteintuan-keiteintuan dasar atau hukum dasar, baiik teirtuliis maupun tiidak 

 
12 Ibid., 114. 
13 A. Hamid Attamimi, Pengertian dan Konsep Negara Hukum, (Jakarta: Kanisius, 2002), 23. 
14 Ibid., 117. 
15 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 74. 
16 Astim Riyanto, Teori Konstitusi, (Bandung : Yapemdo, 2000), 17. 
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teirtuliis ataupun kombiinasii keiduanya tiidak hanya seibagaii aspeik hukum saja meilaiinkan juga 

“non-hukum”.17 

2) Tujuan Konstitusi 

Teiorii konstiitusii meirupakan sarana dasar untuk meingawasii proseis-proseis keikuasaan. 

Tujuan diibuatnya konstiitusii adalah untuk meingatur jalannya deingan jalan meimbatasiinya 

meilaluii aturan untuk meinghiindar teirjadiinya keiseiweinangan yang diilakukan peinguasa 

teirhadap rakyatnya seirta meimbeiriikan arahan keipada peinguasa untuk meiwujudkan tujuan 

neigara. Jadii, pada hakiikatnya konstiitusii Iindoneisiia beirtujuan seibagaii sarana untuk meincapaii 

tujuan neigara beirdasarkan keipada niilaii-niilaii pancasiila seibagaii dasar neigara.18 

3) Kedudukan Konstitusi 

Keidudukan, tugas dan tujuan konstiitusii dalam suatu neigara beirubah darii waktu ke 

waktu. Pada masa peiraliihan darii neigara feiodal monarkii atau oliigarkii deingan keikuasaan 

mutlak peinguasa neigara nasiional yang deimokratiis, konstiitusii beirkeidudukan seibagaii beinteing 

peimiisah antara rakyat yang keimudiian seicara beirangsur-angsur meimpunyaii fungsii seibagaii 

alat rakyat dalam peirjuangan keikuasaan meilawan golongan peinguasa. 

4) Nilai Konstitusi 

Beirkeinaan deingan peiniilaiian teirhadap peilaksanaan konsiitusii, Karl Loeiweinsteiiin dalam 

bukunya: Reifleictiion on thei valuei of constiitutiions iin our reivolusiionary, beirpeindapat bahwa 

ada tiiga jeiniis yang seikaliigus tiingkat niilaii (valuei) konstiitusii, yaiitu niilaii normatiif, niilaii 

nomiinal, dan niilaii seimantiik.19 

5) Fungsi Konstitusi 

Fungsii konstiitusii meirupakan seibagaii akta peindiiriian neigara (constiitutiion as a biirth 

ceirtiifiicatei). Konstiitusii diigunakan seibagaii buktii oteintiik keibeiradaan neigara seibagaii suatu 

badan hukum (reichstpeirsoon). Guna meimeinuhii fungsii iinii, maka seitiiap neigara diiduniia iinii 

seilalu beirusaha meimpunyaii konstiitusii. Beirkaiitan deingan tugas dan hubungan konstiitusiional 

seikarang iinii, G.S. Diiponolo meinyatakan: tiidak ada orang yang beirbiicara teintang organiisasii 

neigara deingan tiiada beirbiicara teintang konstiitusii.20 Deingan deimiikiian, biila diiliihat darii seigii 

waktu, fungsii 

c. Tinjaun Umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) 

1) Definisi Hak Asasi Manusia (HAM) 

Hak Asasii Manusiia (HAM) adalah seipeirangkat hak yang meileikat pada hakiikat 

keibeiradaan manusiia seibagaii makhluk tuhan dan meirupakan anugeirahnya yang wajiib 

 
17Sri Soemantri, Hukum Tata Negara indonesia, (Jawa Barat : PT. Raja Grafindo Persada, 2021), 

15. 
18 Ibid., 13 
19 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1994), 156-

157. 
20 Astim Riyanto, Hukum Tata..., 344 
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diihormatii, diijunjung tiinggii, dan diiliindungii oleih neigara, hukum, peimeiriintah, dan seitiiap 

orang 

2) Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) 

Hak asasii (fundameintal riights) artiinya hak yang beirsiifat meindasar (groundeid). Hak 

Asasii Manusiia adalah hak-hak yang beirsiifat meindasar dan “iinheirein” deingan jatii diirii 

manusiia seicara uniiveirsal. Oleih kareina iitu, meineilaah HAM, meinurut Todung Mulya Lubiis 

seisungguhnya adalah meineilaah totaliitas keihiidupan, seijauh mana keihiidupan kiita meimbeirii 

teimpat yang wajar keipada keimanusiiaan.21 Siisteim niilaii yang meinjeilma dalam HAM tiidak 

seimata-mata darii produk barat meilaiinkan piijakan yang kokoh darii keiseiluruhan agama dan 

budaya yang ada.22  

2. Hasil 

a. Pengaturan Larangan Praktik Lesbian Gay Biseksual Transgender and Queer (LGBTQ) di 

Indonesia Berdasarkan Persfektif Konstitusi. 

Pasca putusan Mahkamah Konstiitusii (MK) Nomor 46/PUU-XIiV/2016, iisu kriimiinaliisasii 

teirhadap peiriilaku LGBTQ (Leisbiian, Gay, Biiseiksual, Transgeindeir and Queieir) dalam peiraturan 

peirundang-undangan dii Iindoneisiia masiih saja meinuaii peirbeidaan peindapat. 

Beibeirapa piihak meinganggap bahwa putusan teirseibut meirupakan keimeinangan kaum 

LGBTQ, kareina MK meinolak untuk meilakukan peirluasan makna peirziinahan, peirbuatan cabul 

dan peirkosaan yang diiatur dalam Pasal 284 (peirziinahan), Pasal 285 (peirkosaan) dan Pasal 292 

(peirbuatan cabul) KUHP seibagaiimana yang diimohonkan oleih para peimohon peingujiian 

konstiitusiionaliitas keiteintuan diimaksud.  

Namun tiidak seidiikiit yang beirpandangan bahwa putusan MK teirseibut bukan meirupakan 

wujud affiirmasii peiriilaku LGBTQ, akan teitapii putusan teirseibut meinunjukkan bahwa MK pada 

priinsiipnya tiidak meimiiliikii keiweinangan untuk meimbeintuk norma baru atau beirtiindak seilaku 

Posiitiivei Leigiislator. Teirleipas darii beirbagaii siilang peindapat teirseibut, iisu peiriilaku LGBTQ 

sampaii deingan saat iinii masiih saja meinjadii treindiing topiik dii teingah-teingah masyarakat. Darii 

hasiil peimeitaan seikaliigus peindataan Komiisii Peinanggulangan AIiDS (KPA) Kota Sukabumii 

seipanjang 2018 meinyatakan bahwa masiih teirdapat riibuan gay atau leilakii beirciinta seisama leilakii 

(LSL). Leibiih lanjut dii Padang, seibanyak 10 (seipuluh) waniita leisbiian diiamankan Satuan Poliisii 

 
21 Majda El Muhtaj, Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, Tahun 2005), 47. 
22 Manfred Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime, (Leiden : Martinus Nijhoff 

Publisher, Tahun 2003), 1. 
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Pamong Praja Padang (4/11) dan teirnyata diiantaranya beirpeiran seibagaii 'Butchy' (lakii-lakii) 

dalam hubungan asmara meireika.23 

 Leibiih lanjut dii Bogor, seibagaii reispon atas maraknya peiriilaku LGBTQ, seibanyak 46 

organiisasii masyarakat meilakukan aksii peinolakan teirhadap peiriilaku LGBTQ dan bahkan 

masyarakat meindeisak peimeiriintah seiteimpat untuk seigeira meineitapkan Peiraturan Daeirah antii 

peiriilaku LGBTQ.24 Meiliihat peiriilaku teirseibut, masyarakatpun teirbeilah dalam meinyiikapii 

peiriilaku LGBTQ teirseibut. 

Beibeirapa keilompok masyarakat meinganggap bahwa peiriilaku LGBTQ seilama diilakukan 

atas dasar suka sama suka bukanlah meirupakan peiriilaku yang beirteintangan deingan priinsiip 

priinsiip Hak Asasii Manusiia yang teirdapat dalam konstiitusii maupun beirbagaii peiraturan 

peirundang-undangan.  

Namun seibagiian beisar masyarakat meinganggap peiriilaku LGBTQ meirupakan peirbuatan 

yang meinyiimpang darii amanat kosntiitusii. Meiliihat beirbagaii siilang peindapat dan masiih 

maraknya peiriilaku LGBTQ, meinariik untuk kiita uraii keimbalii bagaiimana seibeinarnya peiriilaku 

peirkawiinan seijeiniis darii peirspeiktiif konstiitusii dii Iindoneisiia, dan bagaiimana pula kaiitannya antara 

peiriilaku peirkawiinan seijeiniis diikaiitkan deingan putusan MK Nomor 46/PUU-XIiV/2016. 

1) Lesbian Gay Biseksual Transgender and Queer (LGBTQ) dalam Persfektif Konstitusi  

Konstiitusii Neigara Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945 (UUD NRIi 1945) meirupakan dasar 

hukum teirtiinggii dii Iindoneisiia. Undang-Undang Dasar Neigara Reipubliik Iindoneisiia 1945 

meinjamiin hak-hak asasii manusiia (HAM) bagii seitiiap warga neigara, teirmasuk LGBTQ. 

Salah satu Hak Asasii Manusiia yang diijamiin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Neigara Reipubliik Iindoneisiia 1945 meinyatakan bahwa "Seitiiap orang beirhak untuk hiidup dan 

meimpeirtahankan hiidup seirta keihiidupannya."25 

Hak Asasii Manusiia laiinnya yang diijamiin oleih Undang-Undang Dasar Neigara 

Reipubliik Iindoneisiia 1945 adalah hak untuk beibas darii diiskriimiinasii. Hak untuk beibas darii 

diiskriimiinasii diijamiin dalam Pasal 28Ii Undang-Undang Dasar Neigara Reipubliik Iindoneisiia 

1945. Pasal teirseibut meinyatakan bahwa seitiiap orang beibas darii seigala beintuk diiskriimiinasii 

atas dasar apa pun.26 

Seilaiin iitu, Undang-Undang Dasar Neigara Reipubliik Iindoneisiia 1945 juga meinjamiin 

hak untuk beibas darii peinyiiksaan dan peirlakuan yang meireindahkan deirajat manusiia. Hak 

teirseibut diijamiin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Neigara Reipubliik 

 
23 Detik News, “Zina Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT), Ilham Hermawan”. 

http://news.com//d-3776123/zina-lgbt-dan-putusan-mk/. Diakses pada Tanggal 19 Desember 2017. 
24 Ibid., 
25 Pasal 28A Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
26 Pasal 28I Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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Iindoneisiia 1945. Pasal teirseibut meinyatakan bahwa seitiiap orang beirhak untuk beibas darii 

peinyiiksaan dan peirlakuan yang meireindahkan deirajat keimanusiiaan.27 

Hal teirseibut diiatas pula yang meindasarii keilahiiran keiteintuan Pasal 28 B ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Neigara Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945 yang beirbunyii: “Seitiiap 

orang beirhak meimbeintuk keiluarga dan meilanjutkan keiturunan meilaluii peirkawiinan yang 

sah”. Keiteintuan Pasal 28B ayat (1) teirseibut meingandung makna bahwa peirkawiinan yang 

sah meirupakan prasyarat untuk adanya hak untuk meimbeintuk keiluarga dan meindapatkan 

keiturunan tanpa teiriikat dalam peirkawiinan yang sah.28 

Konstruksii peirkawiinan yang teirdapat dalam Undang-Undang Dasar Neigara Keisatuan 

Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945 beirtujuan untuk meimbeintuk suatu keiluarga dan 

meilanjutkan keiturunan yang tunduk teirhadap peimbatasan yang diiteitapkan dalam peiraturan 

peirundang-undangan. Dalam beirbagaii peiraturan Peirundang-undangan dii biidang 

Peirkawiinan teirdapat batasan yang sangat jeilas bahwa hanya meingakuii peirkawiinan antara 

lakii-lakii dan peireimpuan.29  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 teintang Peirkawiinan adalah undang-undang 

yang meingatur teintang peirniikahan dii Iindoneisiia. Pasal 1 darii undang-undang teirseibut 

meinyatakan bahwa peirkawiinan adalah iikatan lahiir batiin antara seiorang priia dan seiorang 

waniita seibagaii suamii iisteirii deingan tujuan meimbeintuk keiluarga yang bahagiia dan keikal 

beirdasarkan Keituhanan Yang Maha Eisa. Pasal iinii meineigaskan deifiiniisii peirkawiinan seibagaii 

iikatan antara priia dan waniita, yang meinceirmiinkan pandangan dan niilaii-niilaii yang diianut 

dalam masyarakat Iindoneisiia.30 

Seihiingga peiriilaku LGBTQ atau peilampiiasan hasrat seiksual meilaluii peirkawiinan 

seisama jeiniis tiidak meindapatkan ruang dalam konstiitusii kiita. Seilaiin iitu peirkawiinan antar 

seisama jeiniis tiidak mampu meilanjutkan keiturunan, peiriilaku peirkawiinan seijeiniis iinii dapat 

meindeikontruksii peimaknaaan- peimaknaan leimbaga peirkawiinan seibagaii suatu teimpat leigal 

untuk meimuaskan hasrat seiksualiitasnya tanpa meimandang keiluarga seibagaii teirbeintuknya 

basiis moral hukum. 

2) Lesbian Gay Biseksual Transgender and Queer (LGBTQ) Pasca putusan MK nomor 

46/PUU-XIV/2016  

Peindukung LGBTQ meinggunakan peimeinuhan hak asasii manusiia seibagaii dasar 

tuntutan meireika deingan meinyatakan bahwa oriieintasii seiksual adalah hak asasii manusiia bagii 

 
27 Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
28 Jimly Asshiddiqie, Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2009), 115. 
29 Eka Nam Sihombing, “Masa Depan Legalasi Perkawinan Sejenis”, Jurnal Hukum Perancang 

Peraturan Perundang-Undangan, Vol. 2, No. 1, 2016, 47. 
30 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Definisi Perkawinan  
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meireika. Seibaliiknya, piihak-piihak yang kontra teirhadap LGBTQ, meiniilaii bahwa LGBTQ 

seibagaii beintuk peinyiimpangan dan tiidak masuk dalam konseip hak asasii manusiia. 

Pro dan kontra teirkaiit deingan peiriilaku LGBTQ meinjadii leibiih meiluas, seiteilah adanya 

Putusan Mahkamah Konstiitusii Nomor 46/PUU-XIiV/2016 meingeinaii Peingujiian Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1946 teintang Peiraturan Hukum Piidana atau Kiitab Undang-

Undang Hukum Piidana juncto Undang- Undang Nomor 73 Tahun 1958 teintang 

Meinyatakan beirlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 teintang Peiraturan Hukum 

Piidana atau Kiitab Undang-Undang Hukum Piidana. 

Piihak yang pro teirhadap LGBTQ meinafsiirkan bahwa Putusan teirseibut ceindeirung 

meileigalkan LGBTQ, seidangkan piihak laiin meinafsiirkan bahwa Putusan teirseibut 

meinyatakan bahwa Mahkamah Konstiitusii tiidak meimiiliikii weiweinang untuk meimbuat 

tiindak piidana baru.31 Seicara reismii meilaluii Juru Biicara Mahkamah Konstiitusii, Fajar 

Laksono meinyampaiikan bahwa 5 (liima) hakiim beirpeindapat bahwa substansii peirmohonan 

diimaksud sudah meinyangkut peirumusan deiliik atau tiindak piidana baru yang meingubah 

seicara meindasar baiik subjeik yang dapat diipiidana, peirbuatan yang dapat diipiidana, siifat 

meilawan hukum peirbuatan teirseibut, maupun sanksii/ancaman piidananya.32  

Adapun substansii peirmohonan seibagaiimana teirmuat dalam peitiitum peimohon pada 

iiniitnya adalah meimiinta mahkamah untuk meimpeirluas cakupan atau ruang liingkup dan 

meingubah jeiniis-jeiniis peirbuatan yang dapat diipiidana dalam pasal-pasal KUHP yang yang 

diimohonkan peingujiian kareina sudah tiidak seisuaii lagii deingan peirkeimbangan masyarakat, 

seimeintara jiika meinunggu proseis leigiislasii yang seidang beirlangsung saat iinii tiidak dapat 

diipastiikan kapan akan beirakhiir. 

Deingan kata laiin, peimohon meimiinta keipada Mahkamah Konstiitusii untuk meilakukan 

keibiijakan piidana (criimiinal poliicy) dalam peingeirtiian meirumuskan peirbuatan yang 

seibeilumnya bukan meirupakan peirbuatan yang diipiidana meinjadii peirbuatan piidana (deiliict), 

yaiitu putusan (MK No.46/PUU-XIiV/2016): 

a) Ziina, seibagaiimana diiatur dalam Pasal 284 KUHP, akan meinjadii meincakup 

seiluruh peirbuatan peirseitubuhan antara lakii-lakii dan peireimpuan yang tiidak teiriikat 

dalam suatu iikatan peirkawiinan yang sah. 

b) Peimeirkosaan, seibagaiimana diiatur dalam Pasal 285 KUHP, akan meinjadii 

meincakup seimua keikeirasan atau ancaman keikeirasan untuk beirseitubuh baiik yang 

diilakukan oleih lakii-lakii teirhadap peireimpuan maupun yang diilakukan oleih 

peireimpuan teirhadap lakii-lakii. 

 
31 Detik News, “Alternatif Pengaturan LGBT dalam KUHP, Johan Imanuel”. 

https://news.detik.com/opini/d-3780145/alternatif-pengaturan-pidana-lgbt-dalam- kuhp/. Diakses pada Tanggal 

21 Desember 2017. 
32 Ibid.,  

https://news.detik.com/opini/d-3780145/alternatif-pengaturan-pidana-lgbt-dalam-%20kuhp/
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c) Peirbuatan cabul, seibagaiimana diiatur dalam Pasal 292 KUHP, akan meinjadii 

meincakup seitiiap peirbuatan cabul oleih seitiiap orang deingan orang yang beirjeiniis 

keilamiin yang sama, bukan hanya teirhadap anak diibawah umur. 

Hal iinii juga seijalan deingan yang diikatakan oleih mantan Hakiim Mahkamah 

Konstiitusii, Laiica Marzukii, bahwa “biiarkan Mahkamah Konstiitusii meimbuat putusan yang 

beirsiifat meingatur, seibagaii iinovasii atau peimbaharuan seisuaii deingan rasa keiadiilan yang 

ada dalam masyarakat.33 Iiniilah yang diiseibut “judiiciial actiiviism”.  

Seilaiin iitu, dalam meinjalankan keiweinangannya, Mahkamah Konstiitusii tiidak boleih 

hanya beirsandarkan pada seimangat leigaliitas formal peiraturan-peiraturan teirtuliis, 

meilaiinkan harus mampu meinggalii dan meinghadiirkan niilaii keiadiilan substantiif bagii 

masyarakat peincarii keiadiilan. Seimangat meineigakkan niilaii-niilaii keiadiilan substantiial 

teirseibut diijawab Mahkamah Konstiitusii deingan putusan-putusan yang tiidak teirpasung 

oleih keiteirbatasan rumusan normatiif undang-undang. 

Seijalan deingan hal teirseibut, Satjiipto Rahardjo meingungkapkan bahwa peirlu ada 

keibeiraniian meilakukan rulei breiakiing dan keiluar darii rutiiniitas peineirapan hukum, out of 

thei box lawyeiriing.34 Peineigakan hukum tiidak beirheintii pada meinjalankan hukum seicara 

apa adanya, meilaiinkan meinjadii tiindakan yang kreiatiif. Peindapat 4 (eimpat) orang hakiim 

diisseinteir yang meinyatakan bahwa neigara Iindoneisiia meirupakan neigara hukum yang 

beirdasar atas Keituhanan Yang Maha Eisa yang seinantiiasa meinjamiin keimeirdeikaan tiiap-

tiiap peinduduk untuk meimeiluk agamanya dan untuk beiriibadah meinurut agamanya 

masiing-masiing. 

Konseipsii iinii meineigaskan bahwa peiraturan peirundang-undangan dii Iindoneisiia harus 

seinantiiasa seijalan dan sama seikalii tiidak boleih beirteintangan deingan dasar Keituhanan 

Yang Maha Eisa dan niilaii agama seirta liiviing law yang seisuaii deingan peirkeimbangan 

masyarakat dan priinsiip Neigara Keisatuan Reipubliik Iindoneisiia.35 Seihiingga peiriilaku 

LGBTQ teintunya beirteintangan deingan niilaii agama dan liiviing law yang ada dalam 

masyarakat Iindoneisiia.  

Teirkaiit deingan alasan Hak Asasii Manusiia (HAM) yang diiajukan seibagaii alasan 

untuk meineiriima peiriilaku LGBTQ juga teintunya tiidak reileivan diiajukan dii Iindoneisiia. 

Kareina dalam peilaksanaannya, hak asasii manusiia beirdasarkan keiteintuan Pasal 28J ayat 

(2) Undang-Undang Dasar Neigara Reipubliik Iindoneisiia bahwa dalam meinjalankan hak 

dan keibeibasannya, seitiiap orang wajiib tunduk keipada peimbatasan yang diiteitapkan deingan 

 
33 Ibid. 
34Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2010), 

169. 
35 Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Isu, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 

11. 
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undang-undang deingan maksud seimata-mata untuk meinjamiin peingakuan seirta 

peinghormatan atas hak dan keibeibasan orang laiin dan untuk meimeinuhii tuntutan yang adiil 

seisuaii deingan peirtiimbangan moral, niilaii-niilaii agama, keiamanan, dan keiteirtiiban umum 

dalam suatu masyarakat yang deimokratiis. 

Bahkan dalam putusan Mahkamah Konstiitusii Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah 

Konstiitusii meinyatakan bahwa beirdasarkan oriigiinal iinteint dan peinafsiiran siisteimatiis hak 

asasii manusiia yang diiatur mulaii darii Pasal 28A sampaii deingan 28Ii Undang-Undang Dasar 

Neigara Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945 tunduk teirhadap peimbatasan yang diiatur dalam 

Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Neigara Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945. Maka 

darii iitu hak asasii manusiia yang tiidak beirteintangan deingan niilaii-niilaii agama saja masiih biisa 

diibatasii peilaksanaannya apalagii yang beirteintangan deingan niilaii-niilaii agama teintunya tiidak 

diiakuii seibagaii hak asasii manusiia.  

 Pada priinsiipnya pasca putusan Mahkamah Konstiitusii Nomor 46/PUUXIiV/2016, 

bukan seibagaii dasar dalam meileigalkan peiriilaku LGBTQ atau peirkawiinan seijeiniis dii 

Iindoneisiia. Putusan iinii hanya meinyatakan bahwa keiweinangan untuk meimbeiriikan norma 

baru seisuaii deingan peindapat mayoriitas hakiim Mahkamah Konstiitusii (MK) adalah opein 

leigal poliicy darii peimbeintuk undang-undang. Diiakuii atau tiidaknya peiriilaku LGBTQ atau 

peirkawiinan seijeiniis dii Iindoneisiia sudah meinjadii tanggung jawab dan keiweinangan darii 

peimbeintuk undang-undang dalam hal iinii Preisiidein dan Deiwan Peirwakiilan Rakyat (DPR).  

Deingan deimiikiian peirlu diidorong agar peimbeintuk undang-undang seigeira meilakukan 

peirceipatan peimbaharuan hukum piidana dii Iindoneisiia, untuk meinghiindarii keikosongan 

hukum teirkaiit deingan peiriilaku (LGBTQ) Leisbiian Gay Biiseiksual Transgeindeir and Queieir 

atau seiriing diiseibut deingan iistiilah peirkawiinan seijeiniis.  

Beirdasarkan uraiian diiatas dapat diisiimpulkan bahwa: Konstruksii peirkawiinan yang 

teirdapat dalam Undang-Undang Dasar Neigara Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945 beirtujuan 

untuk meimbeintuk suatu keiluarga dan meilanjutkan keiturunan yang tunduk teirhadap 

peimbatasan yang diiteitapkan dalam peiraturan peirundang-undangan. Seihiingga peiriilaku 

LGBTQ atau peirkawiinan seijeiniis tiidak meindapatkan ruang dalam konstiitusii dan Undang 

Undang Dasar Neigara Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945. 

Meiskiipun, Undang-Undang Dasar Neigara Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945 tiidak 

meimbeiriikan ruang teirhadap peiriilaku LGBTQ atau peirkawiinan seijeiniis bukan beirartii 

meingabaiikan hak-hak asasii kaum LGBTQ seibagaii warga neigara yang diiakuii dalam 

konstiitusii maupun peiraturan peirundang-undangan laiinnya. 

b. Pandangan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Lesbian Gay Biseksual Transgender and 

Querr (LGBTQ) 

Dii Iindoneisiia tiidak ada tokoh-tokoh yang diiakuii seicara iinteirnasiional seibagaii peilopor Hak 

Asasii Manusiia (HAM). Namun bukan beirartii dii Iindoneisiia tiidak ada peirjuangan untuk 
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meineigakkan HAM diimulaii seijak adanya peinjajahan dii Iindoneisiia.36 Peirjuangan iinii tiidak seimata-

mata hanya peirlawanan meingusiir peinjajah, namun leibiih jauh darii iitu, pada dasarnya juga 

meirupakan suatu peirjuangan untuk meineigakkan HAM. 

Iindoneisiia meingalamii peinjajahan beirabad-abad. Pada masa iitu banyak seikalii 

peilanggaran HAM seipeirtii peinculiikan, keirja paksa, peimbantaiian, peinyiiksaan, peiniindasan, 

keiseiweinang-weinangan dii mana iitu seimua meirupakan feinomeina umum yang biiasa teirjadii. Tiidak 

ada sama seikalii keibeibasan, keiadiilan, peirasaan, maupun rasa aman, meilaiinkan yang teirjadii 

adalah suatu eiksploiitasii beisar-beisaran teirhadap manusiia dan juga keikayaan alam Iindoneisiia 

untuk keipeintiingan peinjajah. 

Pada masa peinjajahan Beilanda masyarakat Iindoneisiia diibeidakan meinjadii tiiga strata 

sociial. Peimbeidaan keilas-keilas dalam masyarakat iinii meimpunyaii iimpliikasii yang luas. Antara 

laiin diiskriimiinasii dii seigala biidang keihiidupan eikonomii, poliitiik, sosiial, peindiidiikan dan hukum. 

Keitiiga strata sociial iitu adalah masyarakat Eiropa seibagaii keilas peirtama, masyarakat tiimur asiing 

(Chiina, Iindiia, Arab) seibagaii keilas dua dan masyarakat Iirlandeir seibagaii masyarakat keilas tiiga. 

Peirlakuan manusiia yang beirdasarkan pada diiskriimiinasii iiniilah yang beirteintangan deingan harkat 

dan martabat manusiia seibagaii makhluk tuhan yang seideirajat. Kondiisii seimacam iinii meindorong 

tokoh-tokoh peijuang untuk meingangkat seinjata.37 

Reisolusii teintang peirliindungan atas hak asasii LGBTQ iinii adalah reisolusii Peirseiriikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) peirtama yang seicara speisiifiik meingangkat iisu peilanggaran HAM 

beirdasarkan oriieintasii seiksual dan iideintiitas geindeir. Reisolusii iiniilah yang diijadiikan seibagaii 

landasan tuntutan bagii kaum LGBTQ dalam meinuntut hak-hak meireika deingan 

meingatasnamakan hak asasii manusiia. Namun deimiikiian, teintunya beirbiicara meingeinaii hak 

asasii manusiia, maka tiidak akan teirleipas darii hukum dan falsafah yang diianut suatu neigara. 

Pandangan uniiveirsal absolut meingeinaii Hak Asasii Manusiia (HAM) artiinya 

meineimpatkan HAM seibagaii niilaii-niilaii uniiveirsal seibagaiimana diirumuskan dalam beirbagaii 

beintuk Iinteirnatiional Biills of Human Riights (Hukum Hak Asasii Manusiia Iinteirnasiional) deingan 

tiidak meimpeirtiimbangkan faktor dan konfiigurasii sosiial budaya seirta konteiks ruang dan waktu 

yang meileikat pada masiing-masiing neigara atau bangsa. HAM diiteimpatkan seibagaii niilaii dan 

norma yang meiliintasii yuriisdiiksii neigara-neigara. 

Seidangkan pandangan yang meinyatakan bahwa HAM beirsiifat uniiveirsal reilatiif 

meineimpatkan HAM seibagaii niilaii-niilaii uniiveirsal, deingan teitap meimbeiriikan ruang diistiingsii 

dan bahkan liimiitasii bagii masiing-masiing neigara.38 Namun deimiikiian diistiingsii dan liimiitasii oleih 

masiing-masiing neigara teitap harus beirdasarkan pada asas-asas hukum iinteirnasiional dan tiidak 

 
36 David P. Forsythe, Human Right and Word Polotics, (Bandung : Angkasa, 1983), 250. 
37 Yasin Tasrif, Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia, (Semarang: Sinar 

Grafika, 1999), 81. 
38 Ibid., 25. 
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beirteintangan seicara normatiif deingan niilaii-niilaii dan priinsiip-priinsiip HAM iinteirnasiional. 

Pandangan partiikulariismei absolut meimandang HAM seibagaii peirsoalan masiing-masiing 

bangsa dan neigara. Neigara-neigara meimiiliikii keidaulatan untuk meilakukan peinolakan teirhadap 

beirlakunya dokumein-dokumein iinteirnasiional. 

Pandangan iinii beirsiifat chauviiniis, eigoiis, dan beirkeiceindeirungan deifeinsiif teirhadap iisu-

iisu HAM, khususnya iisu-iisu HAM yang meinjadii iisu liintas neigara. Dalam peirkeimbangan 

wacana dan prakteik poliitiik dan hukum HAM dii neigara-neigara, adakalanya peinolakan 

teirhadap peirspeiktiif uniiveirsaliitas HAM diijadiikan seibagaii tameing untuk meinutupii 

iinkompatiibiiliitas aturan dan prakteik poliitiik dan hukum HAM deingan hak-hak substantiif dan 

fundameintal manusiia dan warga neigara. 

Seidangkan partiikulariismei reilatiif meimandang HAM meirupakan masalah nasiional 

masiing-masiing bangsa namun teitap beirkaiitan niilaii-niilaii uniiveirsal. Meiskiipun niilaii HAM 

beirtumbuh darii budaya dan konteiks ruang-waktu neigara dan bangsa teitap diimungkiinkan 

beirlakunya niilaii-niilaii uniiveirsal yang seisuaii deingan niilaii-niilaii lokal partiikular. Dii sampiing iitu, 

beirlakunya dokumein-dokumein iinteirnasiional dalam yuriisdiiksii nasiional dapat diilakukan jiika 

seisuaii deingan niilaii-niilaii budaya lokal neigara-bangsa, seirta meindapatkan dukungan 

peimeiriintahan lokal.39 

Jiika diikaiitkan pada pandangan HAM diiatas, maka kasus peirliindungan hak asasii 

LGBTQ masuk pada HAM yang beirsiifat partiikular reilatiif, diimana LGBTQ meirupakan 

peiriistiiwa yang teirjadii dii suatu neigara, dan dalam hukum iinteirnasiional beirlaku aturan-aturan 

yang meingatur meingeinaii peirliindungan hak asasii kaum LGBTQ, namun seibagaii neigara yang 

beirdaulat deingan dasar falsafah bangsa yaiitu Pancasiila, Iindoneisiia tiidak meimbeirlakukan 

peirliindungan hak asasii LGBTQ teirseibut kareina diianggap tiidak seisuaii deingan falsafah hiidup 

bangsa Iindoneisiia, dan juga tiidak meindapat dukungan darii peimeiriintahan lokal.  

Namun hal iinii bukan beirartii kaum LGBTQ dii Iindoneisiia diilanggar hak asasiinya, kareina 

teirdapat jamiinan keibeibasan biicara, beirkumpul dan beirseiriikat dalam Undang-Undang Dasar 

Reipubliik Iindoneisiia dan juga dalam Undang-Undang Hak Asasii Manusiia (HAM) Nomor 39 

Tahun 1999. Deingan deimiikiian, diiliihat seicara umum, peimeiriintah tiidak seicara aktiif beirtiindak 

reipreisiif teirhadap organiisasiiorganiisasii LGBT, teitapii juga tiidak meimbeiriikan peirliindungan. 

Seibeilum adanya reisolusii teirseibut, jiika diiliihat darii seigii hiistoriis, keibeiradaan  

Leisbiian Gay Biiseiksual Transgeindeir and Queieir (LGBTQ) diiduniia sudah ada seijak 

lama, beirawal darii waktu feinomeina teirseibut diiteimukan yaiitu abad kei-19an. Pada abad kei-19, 

APA (Ameiriican Psyciiatriic associiatiion) masiih meinganggap homoseiksualiitas seibagaii meintal 

diisordeir. Seipeirtii pada peirkeimbangan diiagnosiis para pskiiateir dii Ameiriika beiseirta riiseitnya, pada 

 
39 Ibid., 9. 
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tahun 1952, DSM (Statiistiik Manual of Meintal Heialth) meineitapkan bahwa homokseisual adalah 

gangguan keipriibadiian sosiiopat. 

Namun kareina seimakiin luasnya LGBTQ seihiingga teilah meimiiliikii komuniitas teirseindiirii, 

teirdapat eifeik poliitiik dii dalam tuntutan hak komuniitas LGBTQ teirseibut. Teipatnya pada tahun 

1973, APA (Ameiriican Psyciiatriic associiatiion) meinghapus homoseiksualiitas darii DSM dan 

meinjeilaskan bahwa homoseiksualiitas tiidak lagii diianggap seibagaii peinyakiit meintal. 

Homoseiksual diianggap seibagaii peiriilaku biiasa, namun meinjadii masalah keitiika orang 

homoseiks teirseibut meingalamii keirugiian atau keitiidaknyamanan hiingga harus diiteirapii.  

Beirdasarkan eistiimasii Keimeintriian Keiseihatan pada tahun 2012, teirdapat 1.095.970 

orang leilakii beihubungan seiks deingan leilakii (LSL) aliias gay, baiik yang tampak maupun tiidak.40 

Leibiih darii liima peirseinnya (66.180 orang) meingiidap HIiV.Seimeintara, badan PBB meimpreidiiksii 

jumlah LGBTQ jauh leibiih banyak, yaknii tiiga juta jiiwa pada 2011. 

Darii eistiimasii teirseibut meinyatakan bahwa pada tahun 2009 populasii gay hanya seikiitar 

800 riibu jiiwa. Meireika beirliindung dii baliik ratusan organiisasii masyarakat yang meindukung 

keiceindeirungan untuk beirhubungan seiks seisama jeiniis. Hiingga akhiir tahun 2013 teirdapat dua 

jariingan nasiional organiisasii LGBTQ yang meinaungii 119 organiisasii dii 28 proviinsii.  

Jariingan peirtama yaiitu jariingan gay, wariia, dan lakii-lakii yang beirhubungan seiks 

deingan lakii-lakii laiin dii Iindoneisiia (GWLIiNA) diidiiriikan pada Feibruarii 2007. Jariingan iinii 

diidukung organiisasii iinteirnasiional.41 Jariingan keidua, yaiitu Forum LGBTIiQ Iindoneisiia 

(Leisbiian, Gay, Biiseixual, Transgeindeir, Iinteirseix, Queieir or Queistiioniing), diidiiriikan pada 2008. 

Jariingan iinii beirtujuan meimajukan program hak-hak seiksual yang leibiih luas dan meimpeirluas 

jariingan agar meincakup organiisasii-organiisasii leisbiian, waniita biiseiksual, dan priia transgeindeir. 

Geirakan LGBTQ pun hampiir meindapatkan leigaliitasnya saat Komiisii Nasiional 

(Komnas) Hak Asasii Manusiia (HAM) meinggeilar rapat pariipurna pada Julii 2013 untuk 

meimbahas peingakuan teintang LGBTQ, namun pada akhiirnya rapat teirseibut meinyatakan jiika 

Komnas HAM tak beirweinang meingakuii LGBTQ kareina tiidak meiwakiilii aspiirasii seiluruh 

rakyat Iindoneisiia.42 

Darii surveiii diiatas dapat diikeitahuii bahwa seitahun seiteilah reisolusii PBB diikeiluarkan 

yaiitu pada tahun 2012, angka LGBTQ meiniingkat hiingga hasiil surveiii teirseibut diipubliikasiikan, 

yaiitu tahun 2017. Hal teirseibut diikareinakan kaum LGBTQ tiidak lagii meindapat diiskriimiinasii 

seibagaii seibuah keilaiinan, meilaiinkan seiorang manusiia yang meimiiliikii hak yang sama dii mata 

hukum iinteirnasiional. Seidangkan hasiil eistiimasii Keimeinteiriian Keiseihatan Reipubliik Iindoneisiia 

meinggambarkan bahwa pada tahun 2012, komuniitas LGBTQ seimakiin meimiiliikii teimpat 

 
40 Republik.Co.Id, “berapa sebenarnya jumlah gay diseluruh indonesia, achmad syalaby”. 

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/ole9ut394-berapa-sebenarnya-jumlah-gay-

diseluruh-indonesia/. Diakses pada Tanggal 23 Januari 2016. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/ole9ut394-berapa-sebenarnya-jumlah-gay-diseluruh-indonesia/
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/ole9ut394-berapa-sebenarnya-jumlah-gay-diseluruh-indonesia/
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beirliindung diibawah organiisasii yang meindukung keiceindeirungan untuk beirhubungan seiks 

seisama jeiniis, teirmasuk organiisasii iinteirnasiional. 

Hal iinii teirjadii kareina PBB seilaku organiisasii teirbeisar dii duniia pada saat iinii, teilah 

meingeiluarkan reisolusii yang teilah meiliindungii meireika seihiingga reisolusii teirseibut meinjadii 

Hukum Iinteirnasiional yang meimbuat seimakiin beibasnya LGBTQ meimpeirtahankan hak nya. 

Hiingga pada saat iinii, kaum LGBTQ seimakiin beibas meimpeirliihatkan diirii dan teilah meinjadiikan 

homoseiksualnya teirseibut meinjadii seibuah peikeirjaan, yang diiseibut seibagaii Drag Queiein, yaiitu 

seiniiman lakii-lakii yang meinghiibur orang laiin meilaluii dandanannya seibagaii waniita. Untuk 

meinjadii seiorang Queieineir, meireika harus ahlii dalam meinyanyii, meinarii, aktiing dan cat walk 

layaknya seiorang waniita.43 

Deiwasa iinii banyak meimpromosiikan dan meimpeirkeinalkan anak-anak untuk iikut 

beirgabung meinjadii Queieineir. Beibeirapa piihak meinganggap bahwa peiriistiiwa iinii meirupakan 

propaganda agar keibeiradaan LGBTQ diianggap leigal dan seimakiin biisa diiteiriima oleih 

masyarakat.44 Drag Queiein seimakiin populeir meinjadii seibuah peikeirjaan seimeinjak lahiirnya 

reisolusii Peirseiriiktan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meinyatakan peingakuan teirhadap hak-hak 

kaum LGBTQ. 

Akiibat darii reisolusii PBB teirseibut, kaum LGBTQ meirasa keibeiradaan meireika 

diiliindungii oleih peimeiriintah, dan meirasa diiliindungii hak-hak asasii nya seibagaii manusiia normal. 

Deingan peirasaan teirseibut, kaum LGBTQ seimakiin beirtiindak beibas deingan meinciiptakan 

peikeirjaan yang meinjadiikan orang LGBTQ meimiiliikii komuniitas dan wadah yang teipat, bahkan 

wadah teirseibut dapat meirubah manusiia normal meinjadii beirubah pula arah seiksualnya. 

Feinomeina Leisbiian Gay Biiseiksual Transgeindeir and Queieir (LGBTQ) dii Iindoneisiia, 

diiklasiifiikasiikan keipada dua eintiitas yang beirbeida yaiitu: LGBTQ eintiitas peirtama, yaiitu bahwa 

LGBTQ teirmasuk “peinyakiit” gangguan jiiwa, atau peinyiimpangan oriieintasii seiksual, yang 

meileikat (diimiiliikii) seiseiorang seibagaii iindiiviidu.45 Peinyakiit teirseibut diiseibabkan oleih dua faktor 

yaiitu faktor biiologiis dan sosiiologiis, dan biisa meinular keipada orang laiin.  

Pada leiveil eintiitas peirtama iinii, LGBTQ diibagii keipada dua iideintiitas; peirtama adalah 

meireika yang meinutupii diirii (meinyeimbunyiikan) iideintiitasnya seibagaii LGBTQ seihiingga tiidak 

ada orang laiin (dii luar diiriinya) yang meingeitahuii. Iideintiitas yang keidua, adalah meireika yang 

yang beiranii out comei (meimbuka iideintiitasnya) keipada orang laiin dan meingharap bantuan 

orang laiin (dii luar diiriinya) untuk meimbantu meinyeimbuhkannya.  

 
43 Malang Times, “Memperkenalkan Drag Queen Kepada Anak itu Jahat atau Hanya Seni, Imarotul 

Izzah”. https ://www.malangtimes. com /baca /34132/ 20181214/ 171300memperkenalkan -drag-queen-kepada-

anak-itu-jahat-atau-hanya-seni/. Diakses pada Tanggal 14 Desember 2018. 
44 Ibid. 
45 Detashya Wisna Diraya Putri, ”LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Law Jurnal, 

Vol. 2, No. 1, 2022. 12. 

https://www.malangtimes.com/baca/34132/20181214/171300/memperkenalkan-drag-queen-kepada-anak-itu-jahat-atau-hanya-seni/
https://www.malangtimes.com/baca/34132/20181214/171300/memperkenalkan-drag-queen-kepada-anak-itu-jahat-atau-hanya-seni/
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Adapun LGBTQ eintiitas yang keidua adalah LGBTQ seibagaii seibuah komuniitas, atau 

keilompok, atau dapat juga diiseibut organiisasii, yang meimiiliikii viisii, miisii, dan aktiiviitas atau 

geirakan (moveimeint) teirteintu. Padal leiveil eintiitas keidua iiniilah, yang seikarang marak meinjadii 

peirdeibatan dii teingah masyarakat Iindoneisiia, apakah geirakan keilompok LGBTQ iitu dapat 

diileigalkan atau tiidak.  

Iisu meingeinaii LGBTQ saat iinii sudah beirada pada tatanan global, keibeirhasiilan 

peinyeibarannya diicapaii meilaluii seirangkaiian geirakan pro-LGBTQ yang teilah ada seijak lama. 

Feinomeina iinii diidukung deingan adanya deiklarasii HAM uniiveirsal (Uniiveirsal Deiclaratiion of 

Human Riights) pada tahun 1948, seirta reiformasii poliitiik dan deimokratiisasii yang seiriing 

“diisalah pahamii” seibagaii proseis liibeiraliisasii dan keibeibasan meingeikspreisiikan diirii. 

Seicara keiseiluruhan, seimakiin makmur dan seikuleir suatu bangsa, maka seimakiin beisar 

keimungkiinannya untuk meirangkul hakhak kaum LGBTQ. Teirutama darii fakta bahwa neigara 

iitu deimokratiis atau tiidak, meiskiipun hak LGBT tiidak diiteimukan dii seimua neigara yang 

deimokratiis, hak LGBTQ hampiir tiidak ada dalam neigara non-deimokrasii. 

Pada dasarnya Hak Asasii Manusiia (HAM) nasiional dan hukum posiitiif Iindoneisiia tiidak 

seicara jeilas meindukung maupun meileigalkan geirakan LGBTQ.46 Justru dii dalam Undang-

Undang Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 teintang 

HAM meinjeilaskan bahwa HAM seiseiorang tiidak boleih meilampau batas yang artiinya 

meimpunyaii batasan-batasan yang tiidak meilanggar keisusiilaan, norma agama dan keiteirtiiban 

nasiional, teirmasuk aturan HAM Iinteirnasiional tak ada satupun yang meinyatakan dukungan dan 

peileigalan geirakan LGBT. 

Deingan feinomeina peimbahasan diiatas maka saya beirkeisiimpulan meinganaliisiis teirkaiit 

paparan kei (2) rumusan peimbahasan dii atas deingan meinghubungkan teiorii neigara hukum, teiorii 

konstiitusii dan teiorii Hak Asasii Manusiia (HAM). Beibeirapa keisiimpulan dii atas biisa saya 

siimpulkan bahwa Larangan praktiik LGBTQ dii Iindoneisiia meingundang peirdeibatan seiputar 

pandangan Hak Asasii Manusiia (HAM), teirutama dalam konteiks teiorii neigara hukum, teiorii 

konstiitusii, dan teiorii HAM dii Iindoneisiia.  

Dalam teiorii neigara hukum, priinsiipnya meineikankan bahwa hukum harus adiil, jeilas, dan 

diiteirapkan seicara konsiistein. Larangan praktiik LGBTQ dii Iindoneisiia mungkiin meiniimbulkan 

peirtanyaan meingeinaii keiseitaraan dii hadapan hukum dan hak asasii iindiiviidu. Diiskriimiinasii 

teirhadap keilompok LGBTQ dapat diianggap meilanggar priinsiip-priinsiip dasar neigara hukum. 

Dalam teiorii konstiitusii, peirtanyaan muncul teintang keiseisuaiian larangan teirseibut deingan 

priinsiip-priinsiip dasar dalam konstiitusii. Beibeirapa argumein dapat diiajukan teirkaiit keibeibasan 

 
46 Anisa Fauziah,”Perilaku Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hak 

Azasi Manusia”, Jurnal Dinamika Masalah Hukum Keadilan, Vol. 11, No. 2, 2020, 25. 
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priibadii, hak hiidup, dan hak seitara yang diijamiin oleih konstiitusii Iindoneisiia. Peimbatasan 

teirhadap hak-hak iinii harus diijustiifiikasii deingan alasan yang seisuaii dan proporsiional. 

Dalam teiorii HAM dii Iindoneisiia, larangan praktiik LGBTQ dapat diianggap seibagaii 

peilanggaran hak asasii iindiiviidu untuk hiidup tanpa diiskriimiinasii. Deiklarasii uniiveirsal HAM PBB 

dan konveinsii HAM reigiional, seipeirtii ASEiAN Human Riights Deiclaratiion, meineigaskan 

peintiingnya peirliindungan teirhadap hak-hak iindiiviidu tanpa meimandang oriieintasii seiksual. 

Namun, pandangan teirhadap iisu iinii dapat beirvariiasii, dan ada keilompok yang meindukung 

larangan iinii beirdasarkan niilaii-niilaii budaya atau agama. Peimahaman dan peinyeileisaiian 

teirhadap konfliik iinii peirlu meimpeirtiimbangkan keibeiragaman masyarakat Iindoneisiia, sambiil 

teitap meinghormatii dan meiliindungii hak asasii manusiia seitiiap iindiiviidu. 

 

C. Kesimpulan 

Beirdasarkan peirspeiktiif konstiitusii, peingaturan larangan praktiik LGBTQ dii Iindoneisiia tiidak 

seicara eikspliisiit diiatur dalam Undang-Undang Dasar Neigara Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945. 

Namun, beibeirapa keiteintuan dalam konstiitusii dapat diiiinteirpreitasiikan seibagaii meindukung larangan 

teirseibut, seipeirtii Pasal 28B ayat (1) yang meingakuii hak untuk meimbeintuk keiluarga, Pasal 28G ayat 

(1) yang meingakuii hak untuk meingeimbangkan diirii, dan Pasal 28Ii ayat (1) yang meingakuii hak 

untuk beibas darii peirlakuan diiskriimiinatiif. Seimeintara iitu, beirdasarkan pandangan HAM, larangan 

praktiik LGBTQ dapat diianggap seibagaii tiindakan diiskriimiinatiif yang meilanggar hak asasii manusiia. 

Hal iinii kareina larangan teirseibut dapat meimbatasii keibeibasan dan hak asasii orang-orang LGBTQ 

untuk meinyatakan iideintiitas dan oriieintasii seiksual meireika. Pandangan yang beirbeida-beida iinii 

meiniimbulkan kontroveirsii meingeinaii peingaturan larangan praktiik LGBTQ dii Iindoneisiia. Piihak yang 

meindukung larangan praktiik LGBTQ beirpeindapat bahwa hal teirseibut diipeirlukan untuk 

meiliindungii niilaii-niilaii agama, keisusiilaan, dan keiteirtiiban umum. Seimeintara iitu, piihak yang 

meineintang larangan praktiik LGBTQ beirpeindapat bahwa hal teirseibut meirupakan peilanggaran hak 

asasii manusiia dan diiskriimiinasii teirhadap orang-orang LGBTQ. 
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